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POLICE DISCRETION TO ARRANGEMENT 

TRAFFIC ACCIDENT CASE WHICH CAUSE VICTIM DIE
BY
REFLI

ABSTRACT


This research to describe Poltabes Padang discretion form and base discretion to the arragement traffic accident case which cause victim die. This research is about socio legal research which is done in Poltabes Padang.
 The sample in this research are investigator police, presecutor, and judge who ever handle traffic accident case which case victim die. Collecting data including primary data and secundary data. Data analysis to determine discretion form and basic discretion is done whit qualitative descriptive method.  
The result of research show that discretion form which is done is birocracy discretion which deviate and hanging over corruptive. Eventhough basic discretion including yuridic discretion are UU No. 2 year 2002 about Policement  chapter 18 (1), (2), and chapter 19 (1) and also explanation chapter 5 verse 1 letter j UU No. 8 year 1981 about “Hukum Acara Pidana” and non yuridic discretion are peaceful, a letter to not insist and material discretion from investigator side. 
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

 
Hampir setiap hari surat kabar maupun media lainnya memberitakan tentang kecelakaan lalu lintas, bahkan kecelakaan lalu lintas semakin meningkat terutama di Kota Padang. Sebagai faktor penyebabnya diduga karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, kontruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu jalan yang tidak jelas dan sebagainya. Selain itu mungkin penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusianya.


 Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. 

     
Menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kajahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.1
       Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai, tapi apakah upaya damai yang ada di luar peraturan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum terutama polisi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan saksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.2 
      Kewenangan diskresi tersebut adalah merupakan kewajiban umum kepolisian untuk kepentingan umum, keadilan, pengayoman dan bimbingan serta mendidik kepada si pelanggar atau tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya, tindakan tersebut bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, karena tujuan dari hukum bukan hanya untuk menindak dengan memberikan hukuman atau merupakan suatu pembalasan kepada pelaku melainkan juga untuk mendidik dan demi keadilan.         


Kenyataan yang terlihat di Poltabes Padang banyak terdapat perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau luka-luka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang sebagai lembaga resmi. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara perkara di Poltabes Padang dengan jumlah perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang, lalu diapakan atau dikemanakan perkara-perkara yang tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai lembaga yang berwenang pada tahap berikutnya. Apakah dihilangkan saja atau dihentikan penyidikannya, atau dilaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu oleh polisi.          

      Atas dasar persoalan-persoalan di atas maka Penulis ingin meneliti lebih jauh untuk mengungkap kebenaran secara teoritis dan praktek dilapangan  yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul “Diskresi Polisi Terhadap Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”. 

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimana bentuk diskresi yang digunakan oleh Poltabes Padang dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ? 
b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Poltabes Padang untuk menggunakan diskresi terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ?
1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk diskresi yang digunakan oleh      Poltabes Padang dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Poltabes Padang untuk menggunakan diskresi terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian.

       
Manfaat  yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis : yaitu hasil penelitian ini akan dapat memberikan. sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam pelaksanaan tugas Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas

b. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1.5.1  Kerangka Teoritis


1.5.1.1 Pengertian Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah  alat negara penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat dan  institusi wakil masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat bisa bekerja sama dengan masyarakat dan kebudayaan yang berada dalam masyarakat tersebut agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat.3   6
1.5.1.2 Fungsi Polri

Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut UU Kepolisian RI No 2 Tahun 2002 fungsi polisi adalah sebagai berikut :4  7
a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh eakdilan sesuai daengn pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat ; 

b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat  dan negara ;

c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Fungsi penegakan hukum ini dipertegas kembali dalam pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal ini memberikan penegasan bahwa kedudukan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum. 

Tugas Polisi tidak sekedar berurusan dengan pelaku kejahatan tetapi tugas utamanya adalah mengelola masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang seimbang, selaras dan tertib, seperti yang dirumuskan dalam UU No 2 tahun 2002 dam Pasal 13  Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum, dan.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

1.5.2  Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Pengertian Diskresi 

Menurut Barker sebagaimana dikutip oleh Syaefurrahman Al-Banjari dalam buku ‘’Hitam Putih Polisi’’ konsep dari diskresi adalah  wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri.5  
  3 

Jadi diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal.
Selanjutnya Barker juga mengatakan; “bahwa diskresi dalam pelaksanaannya cendrung menjadi koruptif jika ada imbalan yang diterima polisi, atau setidak-tidaknya ada motivasi lain selain pertimbangan hati nurani. Penyalahgunaan wewenang oleh petugas polisi dalam suatu cara yang  ditujukan   untuk   menghasilkan   keuntungan   pribadi  bagi  petugas  tersebut atau untuk orang lain, bisa juga dikategorikan dengan diskresi yang berlebihan.”6     4
Menurut pendapat yang lain, diskresi adalah merupakan kewenangan polisi yang dapat diartikan sebagai kewenangan berdasar hukum untuk tidak menindak pelanggaran atas suatu ketentuan hukum, dengan kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif yang harus dilakukan dengan syarat, batas dan cara tertentu demi kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.2.2 Batasan diskresi

Dalam pelaksanaan diskresi, Kepolisian harus ada batas-batas yang jelas  agar tidak menjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun korupsi. Batas-batas tersebut mencakup :

a. Hubungan kerja Kepolisian harus dapat memperlihatkan bahwa peraturan berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab tugas polisi.

b. Konsistensi hukum, dalam penerapannya  melihat kepada asas-asas hukum yaitu asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan.

c. Konsistensi dengan misi kepolisian, sebagai pelayan keamanan bagi individu, masyarakat dan negara.

d. Penggunaan wewenang sesuai dengan kewenangan, reaksi sebagai petugas atau wewenang organisasi (bukan sewenang-wenang).

e. Dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun moral.

f. Demi kepentingan umum, tidak adanya indikasi kepentingan pribadi ataupun organisasi.7  

II. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (socio legal research). Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan hukum yang menyangkut materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. 

2.2 Subjek dan Objek Penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian disini adalah Penyidik pada Unit Lalu Lintas Poltabes Padang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang dan Hakim pada Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan Objek penelitian adalah pelaksanaan tugas-tugas Penyidik kecelakaan lalu lintas mulai menerima laporan bahwa sudah terjadi kecelakaan sampai dengan melimpahkan kasus kecelakaan lalu lintas ke Kejaksaan Negeri Padang, dan sampai ke Pengadilan Negeri Padang.     
2.3 Populasi dan Sampel.

 Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi penyidik, Jaksa dan Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.10  5
2.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data Jenis dilakukan melalui metode wawancara dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara terbuka (bebas). Daftar pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara hanya berisi hal-hal yang pokok saja terkait dengan permasalahan penelitian dan dikembangkan selama wawancara berlangsung. Disamping itu karena data dalam penelitian ini tidak hanya data primer, tetapi juga data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tertier, maka studi dokumen juga menjadi alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.  
2.5 Pengolahan dan Analisa Data.

      
Data primer yang sudah diperoleh diolah melalui proses editing dengan cara mengklasifikasikan dan memilah data yang digunakan untuk menjawab masing-masing permasalahan. Bahan yang telah diolah kemudian dikombinasikan dengan bahan hukum (data sekunder) melalui analisis kuantitatif yakni menafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kajian teori guna memberikan jawaban terhadap permasalahan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan di Poltabes Padang, yang menangani adalah Sat Lantas khususnya Idik Laka. Pejabat yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses tersebut adalah Kasat Lantas sebagai penyidik. Dalam proses tersebut mulai dari TKP yang menangani adalah petugas lalu lintas lapangan (Unit penjagaan dan pengaturan) atau Unit Patwal. Penyidik pembantu dari Idik Laka selanjutnya melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan terhadap tersangka, korban dan saksi serta melengkapi berkas perkara.

Bentuk diskresi Kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan diskresi birokrasi, dimana polisi dalam melakukan diskresi berkaitan dengan proses penyidikan dalam setiap tingkat penyidikan tidak dapat diputus sendiri namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik pembantu dan penyidik serta berdasarkan kebijaksanaan atau keputusan pimpinan atau pejabat yang lebih tinggi dalam organisasi Poltabes.


Kecelakaan lalu lintas menurut pemahaman Penyidik dianggap sebagai musibah dan tidak  ada unsur  kesengajaan oleh  sebab itu  penerapan  diskresi 

dalam proses peyidikan kecelakaan lalu lintas tidak menjadi masalah asal kedua belah pihak saling menerima dan tidak saling menuntut.
Banyaknya perbedaan antara jumlah perkara yang ditangani oleh Poltabes Padang dengan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, sebenarnya sudah termasuk mengenyampingkan perkara pidana dan dari segi hukum pidana formil tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tidak kenal  kompromi,  kenyataannya  dalam   pelaksanaan   penyidikan
tindakan mengenyampingkan perkara tersebut hanya dengan memakai pertimbangan kemanusiaan saja.    



Kewenangan diskresi untuk mengenyampingkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terkadang bisa juga digunakan untuk memudahkan proses penyidikan serta bisa juga dijadikan sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan yang berupa imbalan dari pihak tersangka. Hal ini dapat menimbulkan citra negatif bagi Institusi Kepolisian, karena kesalahan tersangka dapat dihilangkan jika: (1) Tersangka dapat memenuhi tuntutan pihak korban dari segi materi, (2) Tersangka dapat memanfaatkan kelemahan ekonomi pihak korban, (3) Tersangka dapat memanfaatkan Penyidik untuk menggalang atau menjembatani perdamaian dengan pihak korban.   
 Sebagai dasar pertimbangan yuridis atau hukum dari polisi dalam menyelesaikan perkara lalu lintas secara diskresi oleh Penyidik yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah dengan memperhatikan dan menyimak tentang apa-apa yang digariskan hukum tentang diskresi. Hal ini dapat kita lihat pada Undang–undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan Pasal 19 ayat 1. Serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penjelasan Pasal 5 ayat 1a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j, sebagamana yang telah di uraikan dalam Landasan Hukum Diskresi. Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis   adalah dengan memperhatikan hal-hal di luar hukum yang bersifat umum seperti, polisi ingin mengurangi berbagai masalah lalu lintas serta ingin mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan lelancaran dalam berbagai urusan yang menyangkut dengan lalu lintas, serta perkara-perkara yang masuk cepat selesai prosesnya dan tidak menimbulkan konflik baru antar pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal di luar hukum yang bersifat khusus, adalah dasar pertimbangan oleh polisi penyidik dengan memperhatikan latar belakang si penyidik itu sendiri untuk berbuat demikian seperti faktor ekonomi atau faktor kewajiban penyidik untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan kebutuhan pribadi.
  IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang bentuk diskresi Penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dapat diambil   kesimpulan sebagai berikut :

a. Dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tidak ada standarisasi atau batasan yang jelas dalam tiap tingkat penyelesaian Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas sehingga tindakan diskresi atau kebijaksanaan lainnya dalam setiap tingkat pemeriksaan tergantung dari Penyidik, Penyidik Pembantu dan Kapoltabes yang hanya sebagai legitimasi saja, sehingga menimbulkan bentuk-bentuk diskresi antara lain;
1) Bentuk tindakan diskresi yang terjadi di Poltabes Kota Padang adalah merupakan diskresi birokrasi yang menyimpang dan cenderung menjadi korupsi. Tindakan penyimpangan diskresi yang dilakukan di Poltabes Padang  ada berbentuk aktif atau pasif, bentuk diskresi aktif adalah yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan hal tersebut dapat dapat mengakibatkan tindakan pemerasan, sedangkan yang pasif adalah seharusnya dilakukan tetapi tidak melakukan yang dikarenakan adanya penyuapan (pemberian imbalan kepada petugas kepolisian untuk menghentikan atau mengenyampingkan perkara yang ditanganinya).
2) Bentuk tindakan diskresi yang dilaksanakan dalam tingkat pemeriksaan oleh Poltabes Padang tersebut setelah adanya perdamaian antara tersangka dengan pihak korban dan pihak korban sudah membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut tersangka, serta telah menerima bantuan atau santuan berupa uang dari tersangka. Namun tindakan diskresi tersebut juga dapat memberikan konotasi yang negatif bila tidak ada sistim kontrol yang baik dan penyimpangan dari tindakan diskresi tersebut tidak dapat dikendalikan, lebih jauh lagi jika dijadikan sebagai sarana atau peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau organisasi maka tindakan tersebut menjadi tindakan korupsi. 

3) Bentuk tindakan diskresi yang diselewengkan menjadi tindakan korupsi tersebut dapat disimpulkan karena adanya restu atau petunjuk dari hirarki atas dan pada pelaksanaannya sistem pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan baik, yang terlihat dengan adanya manipulasi data dan laporan kejadian kecelakaan lalu lintas.
b. Sedangkan dasar pertimbangan  Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas adalah; 
1) Dasar pertimbangan yuridis, yakni dengan memperhatikan dan menyimak apa-apa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 18 (1), (2) dan Pasal 19 (1), serta Penjelasan Pasal 5 ayat 1a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2) Dasar pertimbangan non yuridis, yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah dengan memperhatikan hal-hal umum dalam menyelesaikan kasus kecelakaan, yang antara lain adalah adanya perdamaian dengan pihak korban, pihak korban membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut, untuk mengurangi masalah tentang lalu lintas, supaya proses perkara cepat selesai dan supaya perkara kecelakaan tidak menumpuk di Pengadilan.

      Dasar pertimbangan khusus , adalah dasar pertimbagan yang dipakai oleh Penyidik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik untuk diri sendiri atau untuk memenuhi kewajiban organisasi sebagai kewajiban bagi Penyidik.
4.2 Saran
a. Perlu pembenahan sistim manajemen di Poltabes, khususnya dalam bidang pengawasan dan pengendalian sehingga dapat menghambat bahkan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan manipulasi data, menyalahgunakan kewenangan, pemerasan dari petugas terhadap masyarakat atau penyuapan dari masyarakat terhadap petugas.

b. Kepada pembuat Undang-undang untuk mencantumkan batasan-batasan yang tegas mengenai tindakan diskresi, sehingga dapat dijadikan pedoman atau penuntun bagi petugas kepolisian sehingga dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta etika kepolisian sebagai mana yang dikehendaki oleh Undang-undang.. 

c. Melakukan tindakan tegas bagi petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan tindakan korupsi dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, sehingga dapat memberikan motivasi bagi yang bekerja dengan baik atau dapat memberi efek jera bagi yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
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